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Abstrak  
Penelitian ini mengevaluasi dampak kekurangan guru mata pelajaran Pancasila di SMP Negeri 5 

Percut Sei Tuan. Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki peran penting dalam 

menumbuhkan nilai kebangsaan sekaligus karakter siswa. Namun, kekurangan tenaga pendidik 

yang kompeten dalam bidang ini berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran dan pemahaman 

siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif digunakan 

dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini 

menghasilkan bahwa kurannya guru dapat berdampak pada efektivitas pembelajaran, di mana 

guru dari mata pelajaran lain harus menggantikan peran guru PPKn, meskipun dengan 

pemahaman yang terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadap internalisasi nilai-nilai Pancasila di 

kalangan siswa. Oleh karena itu, diperlukan solusi kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan 

masyarakat untuk mengatasi kekurangan guru serta meningkatkan kualitas pendidikan Pancasila 

agar dapat mencetak generasi muda yang nasionalis dan berkarakter. 

Kata Kunci: Karakter Siswa, Kekurangan Guru, Pendidikan Pancasila, SMP. 

 

Abstract 

This study evaluates the impact of the shortage of Pancasila subject teachers at SMP Negeri 5 

Percut Sei Tuan. Pancasila is the basis of the state that has an important role in fostering national 

values as well as student character. However, the shortage of competent educators in this field 

has the potential to reduce the quality of learning and students' understanding of Pancasila values. 

In this study, descriptive qualitative method was used with data collection techniques through 

observation, interview, and documentation. This study found that the shortage of teachers can 

have an impact on the effectiveness of learning, where teachers from other subjects must replace 

the role of Civics teachers, albeit with limited understanding. This condition affects the 

internalization of Pancasila values among students. Therefore, a collaborative solution is needed 

between the government, schools and the community to overcome the shortage of teachers and 

improve the quality of Pancasila education in order to produce a young generation with 

nationalism and character. 

Keywords:Student character, teacher shortcomings, Pancasila education, junior high school. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan dalam artian luas merupakan hidup. Artinya, pendidikan adalah segala ilmu 

pengetahuan yang berlangsung sepanjang masa di segala tempat dan keadaan yang memberi 

pengaruh positif bagi pertumbuhan setiap individu. Pendidikan berlangsung sepanjang masa 

(education lasts throughout the lifespan). Pendidikan dalam artian sempit adalah sekolah. 
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Sistem ini wajib bagi orang yang memiliki status sebagai peserta didik, yaitu siswa dan 

mahasiswa di sebuah universitas (lembaga pendidikan formal). Ki Hajar Dewantara merupakan 

bapak pendidikan yang mempunyai pedoman terkenal yaitu, 'Ing Ngarso Sung Tulodo' (di depan 

memberi teladan), 'Ing Madyo Mangun Karso' (di tengah membangun dan mendorong), Tut 

Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan). Pendidikan adalah segala keefektifan yang 

coba diberikan oleh sebuah institusi kepada para pelajar dengan harapan agar mereka memiliki 

kompetensi yang baik dan kesadaran penuh akan ikatan dan masalah sosial mereka (Pristiwanti, 

et al.,2022). 

Sebagai dasar negara Bangsa Indonesia, Pancasila mempunyai peran yang sangat penting 

dalam membentuk karakter dan nilai-nilai kebangsaan generasi mendatang. Pancasila tidak 

hanya sekadar kata-kata melainkan dasar yang sangat penting untuk menghasilkan warga negara 

yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air yang kuat. 

Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan, 

termasuk pendidikan (Nurwardani, et al., 2016). Oleh karena itu, sekolah memiliki peran 

penting dan tanggung jawab dalam pengajaran Pancasila untuk membentuk karakter generasi 

muda agar menjadi pribadi yang berintegritas dan memiliki kesadaran akan pentingnya 

persatuan dan kesatuan bangsa.  

Dalam Undang-Undang yang sesuai dengan Pendidikan Kewarnegaraan Sistem 

Pendidikan Nasional merupakan mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar disemua jalur dan 

jenjang Pendidikan formal. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Civic Education juga 

selayaknya ditujukan kepada setiap warga negara Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan 

bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga masyarakat, warga bangsa, dan warga 

negara yang dapat diandalkan oleh pribadinya, keluarganya, lingkugannya, masyarakatnya, 

bangsanya, dan negaranya dalam mencapai cita-cita bersama (Nissa et al., 2024). 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran penting 

untuk diajarkan karena memiliki tujuan untuk membentuk karakter dan kesadaran berbangsa 

serta bernegara di kalangan siswa (Wardana et al., 2024). Dalam sistem pendidikan di 

Indonesia, mata pelajaran Pendidikan Pancasila juga memegang peran penting dalam 

membentuk nilai-nilai kebangsaan, moral, serta kesadaran bernegara bagi siswa. Namun, 

tantangan besar yang kini dihadapi adalah kurangnya jumlah guru yang mengampu mata 

pelajaran ini. Kekurangan guru Pancasila tidak hanya berdampak pada efektivitas pembelajaran 

di kelas, tetapi juga mempengaruhi pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. 

Tanpa pengajar yang cukup, ada risiko besar bahwa materi yang seharusnya ditanamkan dengan 

baik justru menjadi kurang maksimal dalam penyampaiannya. Kondisi ini tentu menjadi 

perhatian serius dalam dunia pendidikan, mengingat Pancasila adalah dasar ideologi negara 

yang harus dipahami oleh setiap warga negara sejak dini. (Siallagan, et al., 2023). 

Selanjutnya, dalam beberapa tahun kebelakang terdapat fenomena maraknya guru non-

lulusan PPKn yang mengajar mata pelajaran ini. Masalah ini dapat muncul dari beberapa faktor, 

salah satunya yaitu kekurangan guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan yang memiliki kualitas serta benar-benar lulusan PPKn, kebijakan dalam 

rekrutmen guru yang seenaknya, serta tidak meratanya guru PPKn di Indonesia (Wardana et al., 

2024). Guru merupakan figur sentral dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, karena guru 

memiliki peran fungsi dan kedudukan dalam keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa adanya guru, 

tidak akan bisa mendidik anak secara maksimal untuk menjadi generasi muda yang 

berpendidikan. Lebih jauh lagi, guru adalah orang yang selalu bersentuhan langsung dengan 

para siswa sehingga memiliki kesempatan lebih banyak untuk mendidik para siswa agar mereka 

menjadi generasi yang terdidik berakhlak mulia dan mencintai budaya Indonesia (Muspawi, 

2021). 

Oleh karena itu, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran diperlukan tenaga pendidik 

yang cakap, bertanggung jawab, berpengalaman dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi 

terhadap pendidikan. Kecakapan tenaga pendidik merupakan faktor penentu yang menentukan 

berhasil atau tidaknya pencapaian kualitas pembelajaran. Guru yang berkualitas adalah guru 

yang mampu menciptakan pembelajaran menjadi lebih efektif, kreatif dan inovatif (Napisah, 

2023). Kekurangan guru yang memahami nilai-nilai Pancasila dapat menyebabkan kualitas 
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pendidikan rendah dan pemahaman siswa tentang dasar ideologi negara. Siswa tidak 

menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan akibat pengajaran Pancasila yang kurang tersampaikan 

karena pendidikan sejatinya untuk membantu manusia menumbuhkan kecerdasan dan pintar 

(smart) sekaligus menjadi manusia yang baik/berakhlak (good) (Muchtarom, Winarno, & 

Suryono, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter yang 

diamanatkan dalam sistem pendidikan nasional sangat bergantung pada kemampuan guru dalam 

mengajarkan Pancasila.  

Pada jurnal (Nababan, Pasaribu, Jamaludin, & Yunita, 2023) membahas pemanfaatan 

teknologi pembelajaran dapat menjadi solusi efektif bagi permasalahan pendidikan. Ketika 

sekolah menghadapi keterbatasan tenaga pengajar PPKn, implementasi media pembelajaran 

interaktif dapat membantu mengoptimalkan proses pembelajaran, contohnya adalah aplikasi 

Media Quizizz. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan Quizizz tidak hanya 

meningkatkan minat dan partisipasi siswa, tetapi juga memfasilitasi evaluasi pemahaman materi 

secara efisien. Sebagaimana dinyatakan dalam jurnal, "Media Quizizz memberikan kesempatan 

kepada setiap siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran," sehingga dapat membantu 

mengatasi tantangan keterbatasan guru dengan memungkinkan pembelajaran yang lebih mandiri 

dan interaktif.  

Di SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan, kondisi kekurangan guru mata pelajaran Pancasila 

menjadi salah satu permasalahan yang krusial karena hal ini dapat berdampak pada kualitas 

pendidikan di sekolah tersebut. kurangnya tenaga pengajar yang berkompeten mengakibatkan 

tidak optimalnya penyampaian materi, sehingga siswa berpotensi mengalami kesulitan dalam 

menerapkan nilai-nilai Pancasila dimasyarakat. Rendahnya kualitas pengajaran Pancasila di 

sekolah-sekolah menengah berkontribusi terhadap lemahnya karakter kebangsaan di kalangan 

pelajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan evakuasi mendalam mengenai dampak dari kekurangan 

guru Pancasila di sekolah ini, agar dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran.  

Setelah mengetahui permasalahan ini, penulis memutuskan untuk mempertimbangkan 

masalah ini untuk diteliti lebih lanjut. Solusi yang cepat harus dibuat dengan bekerja sama 

dengan seluruh pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat umum. 

Meningkatkan kualitas pendidikan tidak dapat dicapai secara instan tetapi semuanya itu 

memerlukan upaya berkelanjutan dan kerja sama dari berbagai komponen (Tilaar, 2007). 

Sekolah harus mengembangkan pendekatan kreatif untuk mengatasi kekurangan guru. Di sisi 

lain, pemerintah dan organisasi pendidikan harus memberikan perhatian lebih besar pada 

distribusi dan peningkatan kompetensi Guru Pancasila. Oleh karena itu, diharapkan bahwa 

pendidikan Pancasila tetap berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan generasi muda yang 

nasionalis, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai upaya untuk mengevaluasi secara mendalam 

dampak dari kekurangan guru mata pelajaran Pancasila di SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan. 

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang akurat, sehingga 

dapat merumuskan solusi yang tepat dan efektif. Dengan menyadari hal ini, masalah ini tidak 

dapat diselesaikan secara instan. Perlukan kerja sama antar pihak, mulai dari pemerintah, pihak 

sekolah, guru, orang tua, hingga masyarakat luas, untuk membentuk lingkungan pendidikan 

yang kondusif dan berkualitas. 

 

METODE 

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Metode 

penelitian kualitatif pendekatan deskriptif  merupakan penelitian yang digunakan untuk 

memahami dan mendeskripsikan suatu fenomena sosial secara mendalam dengan berfokus pada 

makna yang terkandung di dalamnya, bukan sekadar angka atau generalisasi. Penelitian ini 

dilakukan dalam kondisi yang alami, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dengan bersifat 

deskriptif, hasil penelitian ini tidak hanya menggambarkan suatu kejadian, tetapi juga 

memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai alasan, proses, serta dampak dari fenomena 
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yang diteliti, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atau 

kebijakan di berbagai bidang (Abdussamad, 2021). 

Metode penelitian ini untuk mengevaluasi dampak kekurangan guru mata pelajaran 

Pancasila di SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan. Populasi penelitian mencakup seluruh guru, siswa, 

dan kepala sekolah di sekolah tersebut, sementara sampel yang diambil terdiri dari seluruh guru 

mata pelajaran Pancasila, dan kepala sekolah. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, 

wawancara mendalam dengan guru dan kepala sekolah. Instrumen penelitian seperti pedoman 

observasi, pedoman wawancara, dan lembar dokumentasi dikembangkan untuk memastikan 

pengumpulan data yang sistematis dan informatif. Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi kamera, perekam suara, dan laptop, sedangkan bahan terdiri dari lembar observasi, 

pedoman wawancara, dan alat tulis. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat 

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak kekurangan guru Pancasila dan 

merumuskan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk karakter serta 

kecerdasan generasi penerus bangsa. Di dalamnya, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) menjadi hal penting dalam membangun kesadaran berbangsa dan 

bernegara, serta menanamkan nilai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. 

PPKn tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman teori tentang sistem 

ketatanegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta hukum yang berlaku, tetapi juga untuk 

membentuk sikap dan moral peserta didik agar mereka menjadi individu yang bertanggung 

jawab, beretika, serta memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Namun, dalam praktiknya, tidak 

semua sekolah memiliki tenaga pendidik yang memadai untuk mengajarkan mata pelajaran ini 

secara optimal. Kekurangan guru yang memiliki latar belakang akademik di bidang PPKn 

menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, karena dapat mempengaruhi 

efektivitas pembelajaran serta pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. 

Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak yang perlu dicermati lebih lanjut. Dalam 

beberapa kasus, kekurangan Guru PPKn menyebabkan pihak sekolah harus mengambil langkah 

alternatif, seperti menugaskan guru dari mata pelajaran lain yang memiliki keterkaitan dengan 

PPKn, dalam kasus ini seperti Guru Agama atau Guru Bimbingan Konseling (BK), untuk 

mengisi kekosongan tersebut. Meskipun pendekatan ini dapat menjadi solusi sementara, tetap 

ada kendala dalam penerapannya, terutama dalam hal kompetensi dan pemahaman yang 

mendalam mengenai materi PPKn. Hal ini berpotensi membuat pembelajaran menjadi kurang 

maksimal, sehingga siswa tidak mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai nilai-nilai 

kebangsaan dan kewarganegaraan yang seharusnya mereka kuasai. 

Kepala Sekolah sebagai Narasumber Pertama mengatakan bahwa tidak ada tantangan 

yang besar yang dihadapi oleh sekolah dalam mengatasi kekurangan guru PPKN di sini karena 

semua masih bisa dikendalikan. ”Guru PKN di sini ada dua, satu Guru PKN-nya baru pensiun 

pada tahun 2024 kemarin dan satu lagi masih mengajar di sini”. guru yang telah pensiun 

digantikan oleh Guru Agama karena mata pelajaran Agama masih berhubungan dengan 

Pancasila. ”Lagian jam Guru Agamanya kurang di sini jadi dia bisa ditambah dengan mengajar 

mata pelajaran PKN” ujar kepala sekolah. Narasumber juga menyampaikan mengenai dampak 

kekurangan guru ini kepada siswa dalam memahami pembelajaran PKN secara teori memang 

berdampak namun dalam pengimplementasiannya tidak karena di SMP yang ditekankan adalah 

pendidikan karakter, etika dan moral. ”Mengenai kekurangan guru semua teratasi di sini hanya 

saja Guru PKN di sini digantikan oleh guru mata pelajaran lain seperti guru BK”. Dipilihnya 

Guru BK untuk menggantikan Guru PKN di sini karena BK masih berhubungan dan sejalan 

dengan kepribadian anak dan Guru Agama juga demikian. Selanjutnya, Narasumber berharap 

pemerintah segera menindaklanjuti permasalahan ini ”mengenai kurangnya Guru PKN di sini 

kami hanya bisa menunggu dari pusat untuk ditempatkannya guru baru di sini dan kami pasti 

akan menerimanya”. Dalam mengatasi hal ini, untuk sementara waktu melalui Kepala Sekolah 

diarahkan guru yang berhubungan dengan Pendidikan Pancasila untuk menggantikan mata 

pelajaran PKN sementara waktu. Mengenai efektifnya atau tidak mata pelajaran PKN di sini 
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yang perlu ditingkatkan adalah P4 seperti dulu di mana tanggung jawab dan rasa hormat sangat 

dipentingkan dan kepala sekolah berharap P4 tentang pembentukan moral anak-anak dapat 

dimasukkan ke dalam pelajaran bukan hanya Pancasila saja. Harapan Kepala Sekolah kepada 

Pemerintah adalah supaya Pemerintah dapat menambahkan guru di Sekolah tersebut sesuai mata 

pelajarannya supaya dapat berjalan lebih relevan dan sejalan agar yang masuk ke dalam kelas 

untuk memberi pelajaran sesuai dengan mata pelajarannya. Kepada siswa kepala sekolah tetap 

memberikan semangat dan motivasi agar mereka tetap dapat semangat untuk tetap mengikuti 

pelajaran PKN. 

Kepada Narasumber Kedua selaku Guru PPKn di Sekolah tersebut yang telah mengajar 

selama 18 Tahun sejak Tahun 2008-Sekarang. Dari waktu ke waktu dan tahun ke tahun 

Narasumber mengajar, hanya Narasumber Kedua yang bertahan hingga sekarang di Sekolah 

tersebut. Maka hanya ada Satu guru PPKn di Sekolah tersebut. Menurut Narasumber, kondisi 

jumlah guru PPKn di sekolah tersebut cukup memprihatinkan karena mengalami kekurangan 

jumlah guru PPkn selama ia mengajar serta  kurangnya jumlah guru PPKn jika dibandingkan 

dengan kelas yang cukup banyak (24 romongan belajar), maka sebagian kelas akan digantikan 

guru pengganti yaitu Guru Agama dan Guru BK yang mana kedua guru tersebut kekurangan 

jam pelajaran. Dalam masalah pemahaman siswa saat guru pengganti mengajar, Narasumber 

kedua mengatakan "menurut Saya guru pengganti Agama dan guru BK kurang efektif karena 

mereka hanya mengetahui hal-hal umum seperti hanya menjelaskan bagaimana Pancasila dan 

Kewarganegaraan secara garis besar, untuk hal-hal yang lebih detail contohnya pada materi 

tentang genosida dan pembuatan pasal-pasal yang berlaku di Indonesia, guru pengganti tidak 

menguasai secara penuh materi tersebut". Hal ini memiliki dampak sangat besar karena 

pastinya merugikan sekolah terutama Siswa/i sebagai pelajar. Jika guru pengganti tidak 

memiliki dasar sebagai guru PPKn maka pembelajaran yang dilaksanakan tidak akan berjalan 

efektif, maka pemahaman  siswa terhadap pengajaran guru pengganti PPKn kurang maksimal 

karena memang bukan keahliannya. Hal ini juga berdampak pada jobdesk guru PPKn tersebut 

yang mana Narasumber sering terbentur dalam pembuatan soal sehingga soal yang dibuat 

adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum. Narasumber juga menambahkan bahwa 

alasan kenapa Ia harus membuat soal ujian dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum, 

sebab sebagian kelas yang diajarkan oleh guru pengganti, Siswa/i kurang menguasai atau 

memahami materi mata pelajaran PPKn. Narasumber kedua juga sangat menyayangkan karakter 

siswa/i saat ini kurang mencerminkan pengamalan Pancasila. Sebagai contoh, Narasumber 

kedua selaku guru PPKn mengatakan "dalam berkomunikasi saja di lingkungan Sekolah Siswa/i 

tidak segan untuk berkata kasar pada sesama temannya, namun Saya sebagai guru PPKn serta 

guru pengganti akan terus berusaha memperbaiki karakter siswa tetapi hasil akhirnya akan 

ditentukan Siswa itu sendiri apakah Mereka ingin berubah atau tidak". Narasumber juga 

memberikan saran untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran Pancasila ditengah situasi 

kekurangan guru PPKn "Saya berharap kepada pemerintahan pusat yaitu Kemendikbud dapat 

menempatkan Guru PPKn tambahan ke Sekolah ini". 

Narasumber ketiga yaitu Guru pengganti Mata Pelajaran Pancasila di Sekolah tersebut 

yang peran sebenarnya adalah sebagai Guru BK (Bimbingan Konseling). Narasumber Ketiga 

telah menjalankan tugas sebagai guru pengganti mata pelajaran Pancasila selama T.A 

2024/2025 (Satu Tahun) disebabkan oleh Guru Pancasila sebelumnya telah pensiun. 

Narasumber Ke-Tiga mengakui PKN dan BK saling berkaitan “apalagi memang BK dengan 

PKN sedikit berhubungan tentang perilaku, moral, dan mengajarkan supaya anak itu bermoral 

dan berkarakter, karena PKN kan arahnya kesitu”. Kemudian dikarnakan Pancasila bukanlah 

bidang ilmu sebenarnya Narasumber tidak terlalu memahaminya lebih dalam “kalau secara 

khusus tidak terlalu, tetapi secara umum masih ada”. Sebagai bahan ajar di kelasnya 

Narasumber Ketiga mendapatkan dari Buku Ajar Ppkn dan Internet “supaya lebih banyak lagi 

dari google atau media sosial lain kan juga sudah banyak agar lebih bervariasi juga anak-anak 

lebih paham”. Narasumber Ketiga mengakui, tidak terlalu kesulitan dalam melaksanakan tugas 

ini dan berusaha terus belajar demi yang terbaik untuk Siswanya “Namanya guru semua harus 

bisa” Paparnya. Menurut pandangan Narasumber Ketiga Siswa di kelasnya senang melakukan 

pembelajaran PKN bersamanya. “Pada dasarnya anak itu kan ada yang senang PKN, ada yang 
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senang Matematika, dan sebagainya. Tapi, pada dasarnya respon anak pada Mata Pelajaran 

PKN 100% Bagus, Senang”. Terakhir, Narasumber Ketiga berharap selanjutnya yang mengajar 

di Sekolahnya memang berasal dari Jurusan PKN karena sesungguhnya Guru PKN pasti akan 

lebih mempuni dan lehih mendalam pemahamannya untuk mengajarkan materi kepada Siswa 

dibangding Nasarumber sendiri yang merupakan Guru BK. 

Tulisan ini berupaya mengangkat berbagai sudut pandang dari pihak-pihak yang terlibat 

langsung dalam situasi ini, mulai dari kepala sekolah yang bertanggung jawab atas kebijakan di 

lingkungan sekolah, Guru PPKn yang masih bertugas dan merasakan langsung dampak dari 

kekurangan tenaga pengajar, hingga guru pengganti yang diberikan tanggung jawab untuk 

mengajar mata pelajaran ini meskipun bukan dari bidang keahliannya. Narasumber Kedua, yang 

merupakan satu-satunya guru PPKn di SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan dengan pengalaman 

mengajar selama 18 tahun, menunjukkan bahwa kondisi kekurangan guru PPKn di sekolah 

tersebut cukup memprihatinkan, terutama dengan 24 rombongan belajar yang harus ditangani 

hanya oleh satu guru. Hal ini dapat diperiksa melalui data kepegawaian dan riwayat pengajaran 

di sekolah. Narasumber juga mengungkapkan bahwa guru pengganti, yang berasal dari bidang 

lain, kurang efektif dalam mengajar PPKn, hanya mampu menjelaskan materi secara umum, 

yang dapat diverifikasi melalui observasi dan wawancara dengan siswa mengenai pemahaman 

mereka terhadap materi.  

Selain itu, Narasumber mencatat bahwa karakter siswa tidak mencerminkan pengamalan 

Pancasila, yang dapat dibuktikan melalui observasi perilaku siswa di sekolah. Narasumber 

ketiga, yang merupakan guru pengganti PPKn yang peran sebenarnya sebagai guru BK, 

mengakui adanya hubungan antara PKN dan BK, serta menggunakan Buku Ajar dan sumber 

dari Internet untuk mengajar. Verifikasi terhadap pernyataan ini dapat dilakukan dengan 

memeriksa materi pembelajaran yang digunakan dan mendapatkan umpan balik dari siswa 

mengenai pengalaman belajar mereka. Narasumber ketiga juga berharap agar guru PPKn di 

Sekolahnya berasal dari jurusan PKN untuk pemahaman yang lebih mendalam, yang dapat diuji 

dengan melihat jam terbang pendidikan dan pengalaman mengajar guru-guru yang ada. 

Perbedaan persepsi ini menunjukkan kompleksitas permasalahan dan perlunya pendekatan yang 

holistik untuk menemukan solusi yang efektif. Solusi tersebut harus mempertimbangkan aspek 

kuantitatif (penambahan guru PPKn) dan kualitatif (peningkatan kualitas pembelajaran dan 

penguatan pendidikan karakter).  

Untuk mengatasi kekurangan guru Pancasila diperlukan solusi komprehensif yang 

melibatkan kolaborasi multipihak. Pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kuota 

penerimaan guru PNS dan menyediakan beasiswa bagi calon guru PPKn.  Sekolah dapat 

mengatasi kekurangan sementara dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk 

mendatangkan pengajar tamu.  Selain itu, peningkatan kualitas pembelajaran sangat krusial, 

dimana guru perlu pelatihan berkelanjutan dan penerapan metode pengajaran inovatif, 

sementara sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang relevan dan memfasilitasi kegiatan 

ekstrakurikuler yang mendukung nilai-nilai Pancasila. 

Orang tua dan masyarakat juga memiliki peran vital.  Orang tua harus menjadi teladan 

dalam pengamalan Pancasila di rumah, sementara masyarakat dapat mendukung kegiatan 

sekolah dan menjadi agen pembudayaan nilai-nilai Pancasila.  Sangat penting bahwa 

pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat bekerja sama dengan baik.  Forum 

komunikasi yang melibatkan semua pihak dapat memfasilitasi diskusi dan perencanaan strategi 

yang komprehensif untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran 

Pancasila. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan sekolah dapat mengatasi 

kekurangan guru Pancasila dan memastikan bahwa siswa mendapatkan pemahaman yang 

komprehensif dan mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan, sehingga tercipta generasi muda 

yang berkarakter dan bertanggung jawab. 
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SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan guru mata pelajaran Pancasila di SMP 

Negeri 5 Percut Sei Tuan berdampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran dan pemahaman 

siswa mengenai nilai-nilai Pancasila. Minimnya tenaga pendidik yang berlatar belakang 

akademik di bidang PPKn menyebabkan sekolah harus menugaskan guru dari bidang lain 

sebagai pengganti. Hal ini mengakibatkan penyampaian materi menjadi kurang optimal dan 

berpotensi menurunkan efektivitas internalisasi nilai-nilai kebangsaan di kalangan siswa. 

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan 

berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat. Pemerintah perlu 

menambah jumlah guru PPKn dengan distribusi yang lebih merata, sementara sekolah dapat 

mengoptimalkan metode pembelajaran inovatif untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. 

Selain itu, penguatan pendidikan karakter disekolah dan keluarga juga menjadi faktor penting 

dalam membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara pada siswa. Dengan bekerja sama dari 

berbagai pihak, diharapkan permasalahan kekurangan guru Pancasila dapat teratasi, sehingga 

pendidikan nilai-nilai kebangsaan tetap terjaga. Penelitian ini juga memberikan wawasan bagi 

pemangku kebijakan dalam merumuskan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran Pancasila di sekolah-sekolah menengah. 
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